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ARAH POLITIK LUAR NEGERI  
AUSTRALIA MASA KINI 

 
 

ejarahnya diawali dengan kedatangan masyarakat kulit putih 

yang membuka pemukiman di Sydney Cove tahun 1788 

yang kemudian menjadi koloni New South Wales, kemudian 

dalam waktu beberapa dekade komunitas masyarakat kulit putih 

tersebut terbentuk menjadi suatu negara Federasi (1 Januari 1901) 

dengan nama Commonwealth of Australia. Tidak ada yang aneh jika 

melihat masyarakat Australia di dalam mainlandnya, sebab memang 

mayoritas mereka berkulit putih; tetapi jika dilihat kehidupan 

masyarakat yang berada di sekeliling mainland Australia, maka 

tampak adanya keganjilan yakni Australia yang putih dikelilingi oleh 

masyarakat kulit berwarna. Itu sebabnya dikatakan bahwa Australia 

sebagai misplaced continent, benua salah letak. Seharusnya 

dengan mayoritas masyarakat kulit putihnya, Australia berada di 

kawasan Eropa, tetapi justru mereka berada di wilayah Pasifik 

Selatan. 

 

Latar Belakang Australia sebagai misplaced continent 

Gaya hidup mayoritas masyarakat Australia yang diwakili oleh 

gaya hidup masyarakat kulit putih Eropa makin mempertajam 

gambaran terhadap kesalahletakan tersebut. Dimulai dengan 

kedatangan masyarakat kulit putih secara bergelombang sejak tahun 

1788. Pada mulanya mayoritas dari mereka adalah narapidana yang 

dikirimkan berdasarkan kebijakan pemerintah Inggris yang menyusun 

rencana “to remove the inconvenience which arose from the crowded 

state of the gaols in the different parts of the kingdom” (Crowley, 1974 

: 1). Pengiriman narapidana ini menyebabkan berkembangnya koloni-

koloni lain selain New South Wales, sehingga berdasarkan Australian 
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Colonies Government Act tahun 1850 telah terbentuk enam koloni 

yang terdiri atas koloni New South Wales, Tasmania, Western 

Australia, South Australia, Queensland, dan Victoria (Clark, 1986; 

Bereson, 1979; Scot, 1943; lihat juga Siboro, 1989). Perkembangan 

koloni-koloni ini oleh Crowford (1971) dikelompokkan pada 

gelombang kedua migrasi yakni perpindahan orang-orang dari Inggris 

yang berlangsung antara tahun 1788 sampai tahun 1945 yakni saat 

berakhirnya Perang dunia II. Mayoritas masyarakat yang termasuk 

dalam gelombang kedua ini berasal dari Inggris, dan mereka tetap 

mempertahankan gaya hidup Inggrisnya.  

Gelombang ketiga migrasi penduduk Eropa ke Australia 

ditandai dengan adanya pergeseran yakni meningkatnya jumlah 

imigran non Inggris.  Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang 

mendorong pihak kementrian imigrasi untuk meningkatkan jumlah 

penduduk di Australia sebagai akibat dari depresi ekonomi, jumlah 

penduduk yang keluar Australia lebih besar ketimbang yang masuk, 

terhambatnya pertambahan penduduk secara alamiah. Program 

imigrasi ini mendatangkan sejumlah besar masyarakat Eropa yang 

non Inggris (terutama dari Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Yunani, 

Yugoslavia, Libanon, Austria, dan lain-lain. Pada masa ini komposisi 

penduduk Australia menjadi 75% berlatar belakang Inggris, dan 23% 

berlatar belakang Eropa non Inggris, sedangkan sisanya adalah 

penduduk Aborigin. Komposisi yang demikian memperlihatkan bahwa 

lebih dari 95% penduduk Australia adalah kulit putih yang berasal dari 

Eropa terutama Inggris. 

Komposisi penduduk yang demikian memberi dampak pada 

kiblat kelembagaan pemerintahan yang mengarah ke negara-negara 

barat khususnya Inggris. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

pemerintahan di Australia sejak berakhirnya pemerintahan Lachlan 

Macquarie sampai kepada pembentukan negara Federasi.  Pengaruh 

western sangat kuat, diakibatkan komposisi penduduk sejak awal 
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berdirinya koloni New South Wales yang masyarakatnya berasal dari 

Inggris.  

Ketika awal berdirinya koloni New South Wales, bentuk 

otokrasi mewarnai  pemerintahan para gubernurnya. Mayoritas 

penduduk yang merupakan narapidana menyebabkan munculnya 

bentuk pemerintahan yang demikian. Tidak ada lembaga 

pemerintahan apapun di luar kekuasaan gubernur. Artinya gubernur 

memegang tampuk pemerintahan seorang diri tanpa didampingi 

lembaga legislatif maupun yudikatif. Hal ini berlangsung sampai pada 

Pemerintahan Lachlan Macquarie (1810 – 1821) yang kemudian 

bentuk pemerintahan otokratis ini mulai digoncang oleh keinginan 

masyarakat bebas (free settlers), yang mulai seimbang jumlahnya jika 

dibandingkan dengan masyarakat narapidana, untuk membentuk 

pemerintahan yang bertanggungjawab (responsible government).  

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan komposisi penduduk 

ini diakibatkan oleh Lachlan Macquarie yang berhasil mengubah 

kondisi New South Wales mencapai kemajuan yang pesat, sehingga 

masyarakat bebas mulai melirik Australia (Hawksbury, 2008; 

McLachlan, 1967, lihat juga Siboro, 1989). Di bawah pemerintahan 

Lachlan Macquarie inilah mulai gencar dilakukan eksplorasi baik ke 

pedalaman maupun eksplorasi pantai. Akibatnya, karena banyak 

ditemukan daerah-daerah yang memungkinkan untuk dibukanya 

pemukiman, maka berkembanglah koloni-koloni lain di Australia. 

Bentuk pemerintahan yang dikembangkan di koloni-koloni lain 

tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendatangnya, dan 

nuansa yang sangat kental adalah bentuk pemerintahan 

sebagaimana yang dianut di Inggris. Munculnya keinginan untuk 

mengimbangi kekuasaan gubernur ini karena tradisi yang dimiliki 

masyarakat Inggris bersifat demokratis, sehingga mereka 

menganggap sangat tidak layak jika free settlers diperlakukan sama 

dengan convicts.  
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Sejalan dengan pengembangan koloni-koloni lain, bentuk 

responsible government diawali dengan terbentuknya legislative 

council yang secara bertahap berkembang dengan berbagai undang-

undang yang memperlihatkan makin banyaknya anggota legislative 

council dan makin luasnya kekuasaan legislative council dan makin 

sempitnya kekuasaan gubernur (lihat Judicature Act 1823, 

amandemen judicature act 1828, undang-undang tahun 1842 yang 

membentuk pemerintahan dengan sistem perwakilan). Puncaknya 

adalah dikeluarkannya Australian Colonies Government Act 1850 

yang memberikan kebebasan pada masing-masing koloni untuk 

menyusun pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi 

masing-masing koloni. Akibat dari undang-undang ini kemudian 

selama 50 tahun masyarakat di koloni-koloni tersebut berjuang untuk 

mewujudkan federasi Australia (David Moss, 1997; lihat juga Siboro, 

1989). Pada tanggal 1 Januari 1901 terbentuk Federasi Australia 

dengan nama Commonwealth of Australia.  

Perubahan bentuk pemerintahan dari koloni Inggris menjadi 

bentuk Federasi tidak mengurangi pengaruh western dalam 

pemerintahan Australia. Meskipun komposisi warganegaranya sudah 

menurun keinggrisannya dengan komposisi 25% non Inggris, tetapi 

pengaruh Inggris masih sangat kuat menguasai kelembagaan 

pemerintahan di Australia. Bereson & Rosenblat mengidentifikasi 

pengaruh negara-negara western yang ada dalam kelembangaan 

pemerintahan di Australia setelah terbentuknya Federasi Australia 

sebagai berikut. 

 Tradisi demokrasi parlemen menggambarkan pengaruh Inggris 

 Adanya referendum menggambarkan pengaruh Swiss 

 Pembagian kekuasaan pemerintah federal dengan state 

menggambarkan pengaruh Canada 
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 Penggunaan nama Senate dan House of Representatives 

memperlihatkan pengaruh Amerika Serikat (Bereson & Rosenblat, 

1979) 

Suatu benua yang dihuni oleh mayoritas masyarakat berkulit 

putih khususnya Inggris, dengan orientasi pemerintahan yang 

berkiblat ke Inggris, tetapi terletak di Pasifik Selatan, menyebabkan 

terlihatnya gambaran kelompok kulit putih yang terisolasi di antara 

kelompok masyarakat kulit berwarna. Kondisi ini menimbulkan 

dampak, harus bagaimanakah Australia menempatkan dirinya di 

antara negara-negara Asia dan Pasifik? Harus bagaimana Australia 

menata arah politik luar negerinya agar dapat hidup berdampingan 

dan bertetangga baik ? Ini bukan persoalan mudah bagi Australia, 

sebab latar belakang budaya yang dimunculkan dalam bentuk 

pemerintahan berwarna western seringkali akan bertabrakan dengan 

warna pemerintahan kulit berwarna terutama negara-negara di Asia 

yang baru bermunculan sebagai akibat perkembangan nasionalisme 

pasca Perang Dunia II. 

 Latar belakang Australia sebagai misplaced continent atau 

frightened country dilihat dari gaya hidupnya dan kelembagaan politik 

yang berkiblat ke Eropa khususnya Inggris, tetapi secara geografis 

terletak di Pasifik Selatan yang notabene mayoritas penduduknya 

berkulit berwarna, adalah penggambaran terhadap benua yang di 

selatan ini pada awal dan perkembangannya sampai pada masa 

Perang Dunia II. Pencarian jati diri untuk memposisikan politik luar 

negerinya mulai tampak setelah masa Perang Dunia II di mana pada 

saat itu Australia menyadari bahwa menggantungkan eksistensinya 

pada negeri induknya Inggris tidak dapat menyelesaikan masalah 

yang dihadapi di Pasifik Selatan. Perang Dunia II memberikan 

kesadaran pada Australia bahwa Amerika Serikat lebih dapat 

diandalkan untuk menjadi mitranya dalam menghadapi situasi dan 

kondisi di wilayah Pasifik. Analisis berikut memberikan gambaran 



98 

 

bagaimana Australia mencoba mendekatkan diri pada Amerika 

Serikat karena merasa mempunyai kepentingan politik bersama. 

 Perubahan wajah politik dunia setelah berakhirnya Perang 

Dunia II sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Australia. 

Penyerbuan Jepang ke Pasifik yang diikuti dengan pendudukan 

wilayah Darwin (Bereson & Rosenblat, 1979), dan pada saat Australia 

mempertanyakan sumbangsih Inggris untuk membantu Australia 

tetapi tidak memperoleh bantuan sebagaimana yang diinginkan, 

menyebabkan Australia mulai dekat dengan Amerika Serikat. Siboro 

(1989 : 180) memberikan ilustrasi bahwa semakin besar pengaruh 

dan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik, menyebabkan Australia 

menyandarkan diri pada kekuatan Amerika Serikat untuk 

keamanannya. Hal ini dapat dilihat dari penandatanganan pakta 

pertahanan bersama ANZUS TREATY (1951). 

 ANZUS treaty merupakan pakta pertahanan bersama 

Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat yang mengikat para 

anggotanya untuk menyadari bahwa serangan bersenjata di wilayah 

Pasifik oleh salah satu dari mereka dapat membahayakan 

perdamaian dan keselamatan yang lain. Australia memandang bahwa 

keamanan Australia bergantung pada hubungan yang kuat dengan 

Amerika Serikat (Aussiebuddy, 2008), dan ANZUS memiliki dukungan 

kedua negara yang luas. Lebih jauh Aussiebuddy (2008) menjelaskan 

bahwa kemampuan Australia untuk membentuk lingkungan 

keamanan tergantung pada hubungan keamanan dengan Amerika 

Serikat yang memfasilitasi pengembangan kemampuan dan 

profesionalisme pasukan pertahanan Australia. 

 Kedekatan Australia dengan Amerika Serikat utamanya adalah 

dalam mengantisi-pasi masalah pertahanan, yang dapat 

diterjemahkan sebagai kepentingan pertahanan militer Australia 

bergantung pada Amerika Serikat. Akan tetapi, langkah Australia 

tidak hanya berhenti sampai di sana, sebab masalah pertahanan 
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tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan mesin 

pertempuran yang canggih. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa kesalahletakan Australia mengharuskan negara tersebut 

menyadari lingkungan sekitarnya yang berbeda baik secara fisik 

maupun budaya. Australia harus menata kehidupan politik luar 

negerinya dengan mempertimbangkan good neighbourhood dengan 

negara-negara di sekitarnya. Sebagai contoh, untuk membendung 

penyebaran komunis di Asia Tenggara, setelah mundurnya Perancis 

dari Vietnam, maka pada tahun 1954 dibentuk SEATO (Southeast 

Asia Treaty Organization) yang anggotanya adalah Australia, New 

Zealand, Perancis, Inggris, Pakistan, Philipina, Thailand, dan Amerika 

Serikat. Meskipun organisasi pertahanan bersama ini tidak berumur 

panjang (tahun 1977 dibubarkan sejalan dengan mundurnya Amerika 

Serikat dari Vietnam), tetapi terlihat adanya niat baik Australia untuk 

beradaptasi dengan negara-negara di sekitarnya. 

 Australia menjadi salah satu negara penggagas South Pacific 

Commission yang merupakan langkah awal terbentuknya South 

Pacific Forum (SPF), yakni forum tempat para pemimpin negara-

negara di Pasifik bertemu dan menemukan solusi terhadap masalah-

masalah yang terjadi di kawasan Pasifik. Hasil dari forum tersebut 

dapat dilihat dari hasil forum Brisbane tahun 1994 yang 

mencerminkan kesadaran akan pentingnya pelestarian laut, hutan, 

dan sumber daya alam lain.; forum Madang menghasilkan 

kesepakatan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menstimulai 

perdagangan dan investasi, mengembangkan efisiensi dan 

akuntabilitas sektor publik, serta menciptakan kondisi yang dapat 

mengembangkan sektor privat (Aussiebuddy, 2008). Dalam hal 

kerjasama militer, forum ini menghasilkan perjanjian South Pacific 

Free Zone Treaty – The Treaty of Ritonga tahun 2003. Dengan 

ditandatangani perjanjian ini maka kawasan Pasifik akan terbebas 

dati tes-tes senjata nuklir (Aussiebuddy, 2008).  
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Asean Regional Forum (ARF) yang dibentuk tahun 1994 juga 

merupakan jawaban terhadap kepentingan Australia menata 

kehidupan politik yang mengarah kepada bertetangga baik tersebut. 

Asean Regional Forum memiliki 25 negara anggota yang menaruh 

perhatian bagi keamanan Asia Pasifik. Dari 25 anggota ARF, terdapat 

10 anggota ASEAN (Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, 

Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam); 10 negara mitra 

Negara ASEAN (Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, 

Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat), dan 5 

negara pengamat ASEAN (Papua Nugini, Korea Utara, Mongolia, 

Pakistan dan Timor Leste). ARF menjadi suatu wadah tempat Negara 

anggota dapat berdiskusi mengenai isu keamanan regional yang 

terjadi dan mengembangkan aturan kejasama untuk meningkatkan 

perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut (Aussiebuddy, 

2008). 

 
Kebijakan Menahan diri (containment policy) sesudah tahun 

1949 

 Setelah berakhirnya Perang Dunia II hampir di seluruh dunia 

terjadi perubahan besar dalam bidang politik. Beberapa negara di 

Eropa menjadi negara yang dikuasai komunis. Jika  dikaji kembali  ke  

masa  sebelum berakhirnya  Perang  Dunia II,  persetujuan-

persetujuan  tertentu yang  disepakati  dalam Konferensi Yalta 

menimbulkan  masalah  di kemudian hari. Dalam konferensi ini, Uni 

Soviet diijinkan menguasai  bagian timur Polandia. Sebagai gantinya, 

Polandia  diberikan teritori Jerman yang terletak di bagian utara dan 

barat Polandia. Stalin  berjanji kepada Roosevelt dan Churchill, 

bahwa  Polandia, Yugoslavia, Bulgaria, dan Rumania akan 

direorganisasikan mengikuti  gagasan-gagasan  demokratis dengan 

melakukan  pemilihan  yang bebas dan jujur. Akan tetapi, ternyata 

kemudian Stalin mengingkari janjinya. Dia menjadikan Polandia, 
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Bulgaria,  Rumania, sebagai negara-negara satelit yang didominasi 

Uni Soviet;  Yugoslavia pun untuk sementara sempat didominasi Uni 

Soviet (Platt and Drummond, 1964:822). 

 Dua bulan  setelah  Perang  Dunia II  berakhir,  Jenderal  

Eisenhower menulis,  "American-Soviet friendship is one of the  

cornerstones upon  which  the edifice of peace should be  built."  

(Platt  and Drummond, 1964:825). (Persahabatan Amerika Serikat 

dan Uni Soviet merupakan salah satu dasar untuk membangun 

perdamaian yang lebih baik). Ribuan orang Amerika Serikat 

menyetujui pendapat  Eisenhower  ini, dan juga menghargai  

heroisme  pasukan Rusia dalam mengalahkan musuh bersama, yaitu 

Jerman. Sama  dengan Eisenhower,  para pendukungnya juga 

bersimpati  pada  penderitaan orang Rusia dalam menghadapi 

Jerman selama berlangsungnya  Perang Dunia II.  Mereka  kemudian 

bertanya, "Mengapa mereka tidak dapat bekerja sama dalam masa 

damai?" Rasa percaya terhadap kerja  sama seperti itulah untuk 

sebagian menjadi alasan  Amerika Serikat mulai dengan segera 

mendemobilisasikan kekuatan  angkatan bersenjatanya segera 

sesudah masa damai tiba.   

 Akan  tetapi, segera sesudah perang usai, banyak negara di 

dunia terpecah ke dalam dua kubu yang saling  bermusuhan,  yaitu 

Amerika Serikat bersama banyak bangsa-bangsa non-Komunis, dan 

Uni Soviet bersama sebagian besar bangsa-bangsa  berhaluan  

Komunis. Ketegangan  akibat persaingan di antara kedua kubu  inilah  

yang melahirkan  apa yang disebut sebagai Perang Dingin. Secara  

umum, senjata  Perang  Dingin ini bukan bedil atau  meriam,  tank,  

dan pesawat  tempur,  melainkan propaganda dan  bantuan-bantuan  

yang bersifat militer, ekonomis, dan teknis untuk memperkuat 

sekutunya dan  menarik  simpati pihak-pihak netral. Dalam  keadaan  

seperti itu,  harus diakui, bahwa di beberapa tempat, Perang  Dingin  
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itu telah menjadi perang panas, dan perkelahian yang  sungguh-

sungguh telah menjadi kenyataan. 

 Platt and Drummond (1964:825-826),  mengemukakan  

beberapa faktor  yang  dari sudut pandang Amerika Serikat  

dianggap  makin merenggangkan  kedua belah pihak serta 

meningkatkan suhu Perang Dingin, antara lain: 

1. Mutual suspicion between Communist Russia  and  Capitalist 

Countries; 

2. Communist  propagandists capitalize on post-war  hunger  and 

growing nationalism in underdeveloped countries; 

3. Soviet satelites are created; 

4. Russian encouragement of communism in The Far East; 

5. Russia drops an "iron curtain" to shut out the democracies. 

  (1). Kecurigaan timbal balik antara Rusia yang berfaham komunis 

dengan  negara-negara kapitalis. Lenin dan penggantinya, Stalin, 

meyakini bahwa jika komunisme tidak  menghancurkan kapitalisme, 

kapitalisme akhirnya akan menghancurkan komunisme.  Sejak awal 

terjadinya Revolusi Komunis (1917), dengan berbagai alasan, sudah 

terjadi kecurigaan timbal balik antara Rusia yang berfaham  komunis 

dengan negara-negara yang berfaham kapitalis. Selama 

berlangsungnya  perang, tampaknya Stalin curiga  terhadap  negara-

negara (sesama) sekutunya. Sebagai contoh, secara tidak langsung 

Stalin menyatakan, bahwa penundaan mereka membuka front kedua 

didasarkan pada  keinginan untuk melihat pengikut Nazi dan pengikut  

komunis saling  menghancurkan.  Pihak Sekutu takut  kalau-kalau  

pengikut komunis (Uni Soviet) mengadakan perjanjian damai secara  

terpisah dengan Jerman, sebagaimana telah terjadi dalam masa 

Perang  Dunia I.  

  (2).  Para propagandis komunis memanfaatkan  kelaparan  pasca-

perang dan bertumbuhan nasionalisme di daerah-daerah terbelakang 

(daerah-daerah sedang berkembang). Kerusakan  yang  diakibatkan 
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oleh  Perang Dunia II begitu hebat, sehingga ketika perang  telah 

usai,  hanya  dua negara yang sungguh-sungguh  memiliki  kekuatan, 

yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet melirik ke  arah 

timur  dan barat, dan melihat bahwa tidak ada bangsa di Asia dan di 

Eropa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah  

ekspansinya. Uni Soviet menyadari bahwa perang ternyata telah 

mengintensifkan  kelaparan dan kekacauan, terutama di daerah-

daerah terbelakang. Uni Soviet juga mendengar makin  kerasnya  

jeritan yang  anti-imperilistis  sperti, 'Asia for Asians!  ('Asia  untuk 

bangsa  Asia!') dan 'Africa for Africans!' (Afrika untuk  bangsa-bangsa 

Afrika!'). Uni Soviet menyadari bahwa penduduk di wilayah ini, yang 

sedang terbakar oleh nasionalisme,  merupakan  kondisi yang 

matang bagi propaganda komunis menentang Inggris,  Perancis, dan  

Belanda  yang  pada waktu itu  dipandang  sebagai  penjajah. 

Memanfaatkan  dan  mengeksploitir sebagian  terbesar  kegelisahan 

itu, orang-orang komunis yang berasal dari bangsa itu atau  agen-

agen  Moscow melukiskan suatu gambaran yang  bersemangat  

tentang apa  yang  dilakukan oleh komunisme untuk  suatu  negeri.  

Mereka mengklaim (mengaku) bahwa komunisme mengakhiri lilitan 

kemiskinan dan kebodohan,  menghapuskan  diskriminasi  rasial,  

agama,  dan kelas-kelas  dalam masyarakat. Mereka menuduh  

kapitalis  sebagai sumber  dari semua kejahatan ini. Mereka 

menyatakan dengan  tegas bahwa  hanya  kaum komunis yang 

secara  jujur  mendukung  rakyat-rakyat terjajah dalam 

perjuangannya untuk merdeka.          

  (3).  Terciptanya  negara-negara  satelit  Uni  Soviet.  Banyak 

wilayah  yang  lepas dari Rusia sebagai akibat  Perang  Dunia  I, 

didapatkannya kembali selama Perang Dunia II. Ke dalamnya  

termasuk Estonia, Latvia, Lithuania, dan bagian-bagian dari 

Finlandia, Polandia, dan Rumania. Semua oposisi terhadap komunis  

di negara-negara  tersebut, dihancurkan dengan cara-cara 
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kekerasan.  Ketika menandatangani Atlantic Charter, Stalin berjanji 

akan menghormati hak-hak rakyat semua bangsa untuk memilih 

bentuk  pemerintahannya sendiri. Dalam Konferensi Yalta, Stalin  

juga  berjanji  untuk mengijinkan  terselenggaranya  pemilihan yang  

bebas  di  negara-negara  bagian timur dan bagian tengah Eropa. 

Meskipun  demikian, sesudah perang,  Rusia menggunakan segala 

cara  dan  alat  untuk menempatkan orang-orang komunis domestik 

mengendalikan pemerintahan di Hongaria, Bulgaria, Rumania, 

Polandia, Albania, dan Czechoslovakia.  Selama  perang masih 

berlangsung,  Tito,  warga  asli Yugoslavia, telah memperkenalkan 

komunisme di negerinya.  

 Bangsa-bangsa  yang  didominasi  oleh  Uni  Soviet  kemudian 

dikenal sebagai satelit Uni Soviet. Sama dengan di Uni Soviet, di 

semua  negeri  itu berlaku sistem satu  partai,  polisi  rahasia, sedikit  

kebebasan,  dan sensor yang keras. Perancis  dan  Italia tidak 

termasuk satelit Uni Soviet, namun gerakan-gerakan pengikut 

komunis  stempat yang didukung oleh Moscow,  berhasil  menjadikan 

jutaan penduduk kedua negeri ini menganut faham komunis.  

  (4). Desakan komunis Rusia di Timur Jauh. Uni Soviet  membangun 

pemerintahan komunis di Korea Utara. Uni Soviet juga  mendominasi 

Mongolia  Luar.  Agen-agen komunis juga giat bergerak  di  India, 

Iran,  dan  Asia Tenggara. Dengan dorongan  Rusia,  Cina  Komunis 

akhirnya memegang kendali kekuasaan di daratan Cina. 

  (5).  Rusia memasang "Tiarai Besi" untuk  menghalangi  masuknya 

faham  demokrasi. Uni Soviet mencoba mengisolasi rakyatnya  serta 

rakyat di negara-negara satelitnya dari seluruh komunikasi dengan 

negara-negara demokrasi. Reporter dan turis luar negeri mengalami 

kesulitan  memasuki wilayah-wilayah itu, demikian juga rakyat  di 

wilayah-wilayah  itu  sukar mendapatkan ijin untuk  bepergian  ke 

luar.  Rakyat di negara-negara satelit Uni Soviet  tersebut  juga 

dilarang mendengar siaran radio luar negeri. Hampir tidak mungkin 
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rakyat di negeri itu membaca karya-karya terbitan luar negeri. 

Winston  Churchill amat mencela sensor ketat yang dilakukan  oleh 

Uni Soviet tersebut, dan menuduh Uni Soviet memasang "tirai besi" 

dari Laut Baltic sampai ke Laut Adriatic. 

 Setelah Perang Dunia II, tampak seolah-olah pengikut 

komunis Yunani,  dengan  bantuan dari negara-negara tetangga  

yang  telah menjadi  satelit Rusia, akan mengambil alih kekuasaan  

di  negeri itu.  Pihak  yang  pro-Barat, kerajaan  Yunani  yang  

antikomunis melakukan  upaya kecil untuk meningkatkan kondisi 

ekonomi  bangsa yang buruk. Sementara itu, Inggris 

menginformasikan kepada Amerika Serikat, bahwa Inggris tidak lagi 

akan memikul beban  keuangan untuk  membantu  Yunani dan 

tetangganya, Turki. Pada  waktu  yang bersamaan, Uni Soviet terus 

menekan Turki agar mengakuinya  melakukan pengawasan bersama 

terhadap Selat Dardanella dan Bosporus.  

 Jika  Yunani dan Turki menjadi komunis, berarti  Rusia  akan 

mendominasi  bagian Timur Mediterrania, dan bagi pihak Barat  hal 

itu sekali gus merupakan ancaman terhadap hubungan mereka  

dengan Timur Tengah yang kaya minyak serta rute pelayaran ke 

Timur Jauh. Oleh  karena  itu,  Presiden Truman  memutuskan  untuk  

mengambil pendirian tegas terhadap Uni Soviet dan para 

pendukungnya.  Dalam tahun  1947,  Truman meletakkan kebijakan 

yang  kemudian  menjadi dasar politik luar negeri terhadap Uni Soviet 

selanjutnya.  Platt and  Drummond,  (1964:826) mengutip kata-kata 

Truman  yang  dalam perkembangan  selanjutnya dikenal sebagai 

Truman  Doctrine,  yang berbunyi sebagai berikut.  

 ...  it must be the foreign policy of the United States  to 
support free peoples who are resisting attempted subjugation 
by  armed  minorities  or by outside  pressures."  The  free 
peoples  of the world look to us for support in  maintaining their  
freedoms.  If  we falter in our  leadership,  we  may endanger  
the peace of the world --we will  surely  endanger the welfare 
of our nation.  (... harus menjadi politik luar negeri Amerika 
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Serikat untuk membantu  bangsa-bangsa merdeka yang 
sedang berjuang menentang  penaklukan oleh kelompok 
minoritas bersenjata atau oleh tekanan-tekanan dari  luar.  
Bangsa-bangsa  merdeka di dunia mengharapkan bantuan 
kita untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Jika kita 
bimbang dalam kepemimpinan kita, berarti kita 
membahayakan  perdamaian dunia dan kita dengan  sungguh-
sungguh akan membahayakan kesejahteraan bangsa kita.) 
 

 Oleh  karena tekanannya pada perintangan ekspansi  

komunisme lebih  jauh,  maka Truman Doctrine  dianggap  

memprakarsai  suatu containment  policy (politik pengurungan atau 

penahanan).  Dalam penerapannya,  Amerika Serikat membangun  

kekuatan  bersenjatanya sendiri  dan  memberikan bantuan militer  

dan  ekonomi  terhadap bangsa-bangsa  yang  terancam.  Yunani 

dan  Turki  merupakan  dua negara  yang  pertama kali mendapatkan 

manfaat  dari  containment policy tersebut. Congress Amerika Serikat 

menyediakan dana  sebesar $400 milyar untuk bantuan ekonomi dan 

militer kepada  mereka dalam  tahun  1947. Misi-misi militer  segera  

digerakkan  kepada kedua negara tersebut, dan akhirnya keduanya 

tidak menjadi  satelit Uni Soviet.  

 Dalam kaitannya dengan Australia, containment policy yang 

diprakarsai oleh Amerika Serikat memposisikan negara yang 

terisolasi tersebut (Australia) untuk lebih memahami proses terjadinya 

kebangkitan negara-negara Asia dan Afrika. Kekurang-pahaman 

Australia terhadap budaya dan bahasa negara-negara di Asia 

memaksa mereka untuk menjalin kerjasama lebih baik dengan 

negara-negara baru yang terbentuk di Asia tersebut.  

Kemenangan Mao Tse-Tung dengan komunisnya di Cina 

tahun 1949, diikuti dengan pecahnya perang Korea 1950 

mengindikasi bahwa Cina telah siap untuk memperluas teritorinya 

melalui kekuatan militer atau cara persuasif.  Australia membaca arah 

pergerakan sepak terjang Cina, sepertinya mereka akan mengambil 

alih Laos dan Vietnam Selatan, berpindah ke Thailand serta Camboja 
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setelah menguasai India, Pakistan, Ceylon, Timur Tengah dan Afrika. 

Blackmore (1970 : 229) menggambarkan hal tersebut sebagai 

Domino Theory. Ia menjelaskan, this “domino theory” of Communist 

expansion explains the Australian government’s contributions of 

military aid in South East Asia”.  Australia merasakan kecenderungan 

tersebut sehingga  merasa perlu untuk membendung kekuatan Cina 

tersebut.  

Pada masa ini orientasi Politik luar negeri Australia ditetapkan 

melalui upaya membendung perluasan komunis melalui cara 

memberikan bantuan militer dan memperkuat pertahanannya melalui 

perjanjian pertahanan bersama dengan Amerika Serikat, 

melaksanakan bantuan ekonomi terutama kepada negara-negara 

yang berada di sekitarnya yang tergabung dalam Commonwealth of 

Nation. Australia membantu membendung ekspansi Korea Utara 

melalui kekuatan militernya. Australia juga memberikan bantuan 

militer kepada Malaysia (sebagai sesama anggota British 

Commonwealth of Nations) dalam rangka membandung kekuatan 

komunis di Asia Tenggara.  

Dalam kasus perang Vietnam, keterlibatan militer Australia 

adalah dengan mengirimkan “army advisers” untuk melatih tentara 

Vietnam Selatan dalam strategi perang di hutan-hutan, bahkan tahun 

1966 militer Australia ditingkatkan kontribusinya sebagai akibat 

diberlakukannya wajib militer. Hal ini dilakukan agar Australia mampu 

membendung agresifitas komunis (Blackmore, 1970 : 231-233). Di 

sini terlihat bahwa periode tahun 1950an sampai 1960an Australia 

menganut konsep pertahanan yang disebut dengan Forward 

Defence, yakni membangun pertahanan dengan menempatkan 

pasukan di luar wilayah negaranya (lihat keterlibatan tentara Australia 

pada perang Korea, perang Vietnam, dan Malaysia & Singapura). 

Setelah itu, pada periode berikutnya orientasi pertahanan Australia 

menganut konsep Defence of Australia. Konsep pertahanan ini 
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menggunakan self reliance sebagai dasar utamanya (Aussiebuddy, 

2008). Di sini, militer Australia harus mampu melaksanakan operasi 

secara mandiri dan harus mampu menangkal jangkauan senjata 

musuh dengan memanfaatkan geografi Australia. Kini Australia 

menerapkan Regional Defence dengan strategi varian kerjasama 

pengembangan pertahanan misil bersama Amerika Serikat ( Steven 

Pailah, 2008).  

Meskipun berbagai konsep pertahanan dikembangkan oleh 

Australia, tetapi pada dasarnya kedekatan dengan Amerika Serikat 

menjadi dasar dari segalanya. Setelah melepaskan diri dari 

keterikatan dengan Inggris, Australia menyandarkan dirinya pada 

Amerika Serikat. Lebih jauh Steven Pailah (2008) mengemukakan 

bahwa national interest Australia lebih ditujukan pada pembentukan 

lingkar Pasifik Barat yang dimanifestasikan dalam bentuk Australia’s 

Maritime Identification System (AMIS). AMIS merupakan manifestasi 

konsep keamanan maritim regional Amerika Serikat yang 

diterjemahkan oleh Australia sebagai penguatan strategi pertahanan 

maritimnya. 

Menarik untuk disimak pendapat Petrov (2008) yang 

menggambarkan tiga pilar tradisi politik luar negeri Australia yakni (1) 

Tradisi Menzies (partai Liberal) yang digambarkan sebagai tradisi 

realistik, pragmatis, dan berpusat pada kekuatan. Di sini pandangan 

Menzies difokuskan pada kenyataan keterisolasian Australia dapat 

diatasi dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat; (2) 

Tradisi Evatt (partai Buruh) yang memperlihatkan gambaran 

nasionalis dan internasionalis, sebab Evatt berpedoman organisasi 

internasional (dalam hal ini PBB) merupakan forum yang cukup efektif 

untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Arah pilar kedua ini 

adalah kekuatan dan nilai kebebasan dan pemahaman terhadap 

identitas diri suatu bangsa; (3) Tradisi Spender & Casey (Partai 

Liberal) menekankan pada pentingnya wilayah regional dan 
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kerjasama aktif dengan Asia. Sampai saat ini, ketiga pilar tersebut 

masih relevan dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan politik 

luar negeri Australia, meskipun penekanannya sangat ditentukan oleh 

kondisi dari partai manakah perdana menteri Australia berasal. 

 

Pemantapan diri Australia sebagai Bagian dari Asia Tenggara 
dan Pasifik Selatan 
 

Berdasarkan pengalaman sejarahnya di atas, selayaknya 

sikap Australia adalah pemantapan diri sebagai bagian dari Asia 

Tenggara dan Pasifik Selatan. Keterikatan dengan Amerika Serikat 

sebagai sekutu yang setia tidak menghalangi niat Australia untuk 

bergerak menuju keterikatan dengan Asia. Dalam hal ini dapat dilihat 

Australia sebagai bagian dari komunitas internasional yang mampu 

menjadi donor kemanusiaan. Aussiebuddy (2008) mengemukakan 

bahwa kebijakan luar negeri Australia diarahkan oleh suatu komitmen 

untuk multilateralisme dan regionalisme. Di satu sisi masalah 

keamanan Australia didampingi oleh Amerika Serikat, sedang di sisi 

lain masalah-masalah yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi 

Australia menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di 

Asia. Artinya, Australia tidak lagi bergantung kepada Inggris yang 

secara geografis letaknya jauh dari benua yang di selatan sehingga 

orientasi bergeser ke Amerika Serikat, dan menghadapi letaknya 

yang terpencil di Pasifik Selatan Australia harus mampu 

memantapkan dirinya sebagai bagian dari Asia Tenggara dan Pasifik 

Selatan.    

Kebijakan luar negeri Australia berpatokan pada tujuan dan 

kepentingan nasional yang ingin dicapai. Berikut adalah cuplikan 

mengenai Tujuan Nasional dan Kepentingan Nasional Australia 

sebagaimana dikutip oleh Aussiebuddy wordpress (2008). 
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Tujuan Nasional Australia 

Tujuan dasar politik luar negeri Australia adalah menjaga 
integritas dalam lingkungan internasional yang saling 
bersaing. Integritas suatu bangsa bukan hanya mencakup 
perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah 
teritori, sumber daya alam dan manusia dalam batas negara 
tetapi juga memelihara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya 
masyarakat yang turun temurun secara singkat. Hal-hal tadi 
disebut sebagai etos fisik dan sosial dari sebuah negara. Ada 
dua sikap kelompok nilai yang membangun etos nasional 
Australia. Sikap kelompok nilai yang pertama adalah 
campuran antara nilai budaya, etika, agama dan etnis yang 
menentukan sikap dan moralitas masyarakat. Sedangkan 
kelompok nilai yang kedua adalah campuran antara nilai, 
sosial, politik dan ekonomi yang dipelihara oleh masyarakat 
dalam aturan-aturan administrative. Tujuan utama dari 
politik luar negeri suatu Negara adalah kelangsungan 
hidup dan untuk itu keamanan Negara adalah suatu hal 
yang mutlak. Keamanan Negara bukan hanya keamanan 
secara fisik dari serangan maupun invasi, tetapi berarti juga 
perlindungan dari agresi ekonomi Negara lain, yang juga 
berarti mengamankan dasar nilai dan budaya masyarakat dari 
penerapan ideologi luar negeri yang bertentangan. 
 
Kepentingan Nasional Australia 
 
Dalam melihat kepentingan nasional Australia, terdapat empat 
prioritas pokok.  

1. Memelihara keamanan yang positif dan lingkungan 
strategis dalam kawasannya. Berarti Australia memiliki 
kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang 
aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar 
tetap terpelihara dengan stabil.  

2. Mendukung terciptanya keamanan global.  
3. Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan. 

Australia ingin memobilisasi pengaruh politik 
internasional untuk mendukung tujuan ekonomi 
internasional dengan cara membuka pasar barang 
ekspor, memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi 
bagi sektor industri Australia dan terus menciptakan 
persepsi bahwa Australia merupakan tempat yang 
menarik untuk melakukan penanaman modal asing 
serta menempatkan pemerintah Australia sebagai mitra 
yang ideal untuk kerjasama.  
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4. Menjadi warga dunia yang baik dengan Australia terus 
memainkan peranan yang positif dan konstruktif 
diantara aneka ragam isu yang sekarang menjadi 
subyek diplomasi multilateral, seperti penanganan 
masalah pengungsi, terorisme, perdagangan obat-
obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia. 

 

Berdasarkan Tujuan dan Kepentingan Nasional Australia yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia, Perdana Menteri 

Howard pada masa pemerintahannya menetapkan kebijakan 

politik luar negerinya sebagai berikut : 

1. Melindungi teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara 

kapasitas Australia dalam membuat kebijakan independen. 

2. Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi 

perdagangan dan investasi pada skala internasional, tapi dengan 

penekanan pada pasar Asia-Pasifik. 

3. Menghapuskan senjata pemusnah massal dan untuk menahan 

konflik regional (di dalam dan di luar Asia), peningkatan 

keamanan dalam menghadapi terorisme internasional, melalui 

migrasi tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan 

kualitas lingkungan, narkotika dan kejahatan transnational, 

sehingga dapat meminimalisasikan risiko konflik global. 

4. Memelihara dan mempromosikan Australia sebagai negara yang 

memiliki nilai demokrasi liberal yang direfleksikan dari intelektual 

Eropa dan peninggalan budaya, untuk menarik minat negara-

negara Asia Pasifik yang memiliki sejarah dan budaya yang 

berbeda (dalam The National Interest, 1997, pp. 1-16, 

berdasarkan kutipan dari Buana Katulistiwa, 2005). 

Menyimak kebijakan politik luar negeri Australia tersebut, maka 

untuk poin 1. dapat dianalisis bahwa melindungi teritorial Australia 

dari serangan fisik berarti arah pengembangan militer Australia yang 

mandiri.  Di lihat dari segi geografis, Australia sangat mudah diserang 

dari arah utara. Dengan demikian militer Australia harus selalu siap 
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dalam menyelenggarakan pertahanan di belahan utara negeranya. 

Mengingat penduduk Australia sangat kecil (hanya berjumlah lebih 

kurang 20 juta jiwa yang mengisi satu benua), maka dasar 

pertahanannya bertumpu pada teknologi tinggi. 

Makna lain dari pengembangan militer yang mengarah ke 

utara, maka perlindungan teritorial lebih difokuskan pada penahanan 

serangan dari utara. Artinya, tetangga Australia yang paling dekat di 

utara adalah Indonesia. Bagaimana Australia menata hubungannya 

dengan Indonesia, mengingat pertahanan yang dibangun oleh 

Australia mengarah di utara, yang dapat ditanggapi oleh pemerintah 

Indonesia sebagai membangun pertahanan terhadap ekspansi 

Indonesia. Hal ini terlihat dari perjalanan sejarah yang terlihat bahwa 

seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Australia 

dengan Indonesia. Dapat dilihat bagaimana keterlibatan Australia 

yang berkonspirasi dengan Belanda pada peristiwa Irian Barat 

(Batara Hutagalung, 2008), Keterlibatan Australia dalam 

Pemberontakan PRRI/Permesta (Indra Piliang, 2002) yang 

memperlihatkan politik Australia terhadap pemberontakan dalam 

negeri Indonesia antara ucapan dan tindakan sangat berbeda (Indra 

Piliang, 2002, berdasarkan resensinya terhadap buku Hadi Subadio 

Keterlibatan Australia dalam pemberontahan PRRI/Permesta, hal. 

228-229). Masalah Timor Timur juga memperlihatkan kepentingan 

Australia dalam menyangga keamanannya dari serangan di utara 

(Asep Setiawan, 2006). Kepentingan utama Australia terhadap Timor 

Timur adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim masa 

1970an yang dapat menjadi ancaman bagi Australia (ingat teori 

domino, ancaman komunis dari utara). Politik luar negri Paul Keating 

ini membuat hubungan antara Australia dengan Indonesia mesra, 

tetapi setelah naiknya Howard yang mengubah politik luar negerinya 

dengan pengakuan kemerdekaan Timor Leste, maka hubungan 

tersebut menjadi tegang. 
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Kondisi yang demikian mengisyaratkan bahwa Australia 

seharusnya dapat menjalin hubungan baik terutama dengan 

Indonesia sebagai negara tetangga terdekat di utara. Tangkisan 

Letug (2002) memberikan pandangan pemikiran yang perlu disikapi 

oleh pemerintah Indonesia terhadap hubungan kedua negara adalah 

sebagai berikut (1) perlu revolusi diplomasi dalam memandang 

Australia sebagai negara tetangga, (2) perlu dibangun wacana politik 

yang elegan tanpa membuat takut Australia seperti misalnya 

mengembangkan politik kebudayaan yang tidak terkait dengan 

ekspansi ekonomi, (3) perlu mengubah paradigma baru membangun 

wacana nasionalisme Indonesia dengan mengedepankan diplomasi 

yang agresif untuk kepentingan nasional. Dari sisi Australia, perlu 

dikembangan arah kebijakan politik luar negeri yang simbang antara 

kedekatannya dengan Amerika Serikat (western) dengan 

kesadarannya bahwa negara-negara di Asia telah bangun dan 

menjadi kekuatan yang tidak terbendung, seperti Cina, India, dan 

Korea. Bagi Australia, membangun hubungan Sino – Australian yang 

lebih kuat dapat dibangun melalui perbaikan hubungan Indonesia – 

Australia secara lebih keras (Buana Khatulistiwa, 2005). 

Terhadap poin 2, yakni membangun kapasitas kompetensi 

perdagangan dan investasi skala internasional dengan penekanan 

pada pasar Asia – Pasifik, dapat dijelaskan bahwa pandangan politik 

luar negeri Australia masa kepemimpinan Howard cenderung 

mengedepankan pihak swasta sebagai kekuatan terdepan dalam 

diplomasi internasional-nya.  Australia dalam penampilan wajah di 

dunia internasional memperlihatkan dirinya sebagai wakil 

kepentingan kolonialisme baru di belahan Asia Tenggara. Salah satu 

ciri demokrasi di Australia adalah memisahkan antara apa yang 

menjadi kawasan swasta dari kawasan pemerintah. Wajah politik luar 

negeri Asutralia dapat sama sekali berbeda dengan wajah politik 

swastanya. Dengan dalih swasta, pemerintah Australia dapat 



114 

 

melepaskan diri dari tuduhan merongrong negara lain (simak 

peristiwa lepasnya Timor Leste, yang didahului dengan merebaknya 

peran LSM yang mengangkat isu kemanusiaan). Peran swasta 

menjadi garda depan diplomasi yang sangat efektif untuk 

memperjuangkan agenda-agenda politik sebuah negara (Tangkisan 

Letug, 2002). Melalui peran pihak swasta inilah Australia berupaya 

mengembangkan dirinya sebagai investor dan pelaku perdagangan 

skala dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Asutralia 

menjadi negara salah satu negara terkaya di dunia. 

Poin 3 yakni penahanan laju konflik regional memperlihatkan 

peran serta Australia terhadap kepentingan perdamaian dunia. 

Penghapusan senjata pemusnah masal (lihat peran Asutralia dalam 

South Pacific Forum), penanganan arus pengungsi (simak perubahan 

komposisi masyarakat Australia pasca migrasi pengungsi dan 

Vietnam dan Kamboja), penurunan kualitas lingkungan, peredaran 

narkotika dalam jaringan internasional, dan kejahatan transnasional, 

semuanya menjadi agenda kepedulian Australia terhadap masalah-

masalah yang timbul di dunia.  Di sini dapat disimpulkan bahwa 

keterlibatan Australia tidak hanya pada masalah kekuatan militer dan 

ekonomi, tetapi juga masalah-masalah lain di luar keduanya.  Tindak 

lanjut dari persoalan pada poin 3 ini adalah Australia harus mampu 

mempromosikan dirinya sebagai negara yang memiliki nilai 

demokrasi liberal (yang memang direfleksikan dari budaya Eropa), 

dan harus pula dapat mengupayakan dirinya agar dapat menarik 

minat negara-neagar sekitar yang memiliki budaya berbeda. Artinya 

Di satu sisi Australia harus memperlihatkan jatidirinya sebagai negara 

dengan pola pikir dan budaya putih, tetapi di sisi lain Australia juga 

harus mampu menempatkan dirinya yang berbeda tersebut dalam 

lingkungan Asia Tenggara – Pasifik yang bukan berbudaya putih. 

Jika disimak masa pemerintahan Howard tersebut, tampaknya 

masih relevan dengan tiga pilar politik luar negeri Australia. Warna 
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partai Liberal yang konservatif memang terlihat sangat kuat, seperti 

ketegangan-ketegangan yang muncul akibat sering terjadi kekeliruan 

dalam persepsi antara pemerintah Australia dengan Indonesia, tetapi 

juga tradisi penekanan pada pentingnya wilayah regional dan 

kerjasama dengan negara-negara Asia menjadi salah satu agenda 

politik luar negeri Australia. Di samping itu, pilar kedua yang 

merupakan tradisi partai Buruh, juga sedikit terlihat yakni pemahaman 

terhadap identitas diri suatu bangsa. Pertanyaan yang masih perlu 

dikemukakan adalah, bagaimana arah politik luar negeri Australia 

masa mendatang? 

 


